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ABSTRAK 
Sudirman, 2019, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Netralitas Aparatur Sipil 
Negara Dalam Pilkada Serentak di Kota Bima Tahun 2018 (Studi di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Bima). Dosen Pembimbing I: Dr. Saiman, M.Si,. 
Dosen Pembimbing II: Yana S. Hijri, S.IP, M.IP 
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perekat dan pemersatu bangsa 
memiliki tugas dan fungsi dalam melayani seluruh kebutuhan publik untuk 
itulah diperlukan ASN yang bekerja secara profesional dan netral secara 
politik. Pelaksanaan Pilkada Serentak menjadi problem utama ASN, karena 
besarnya sumber daya serta kemampuan yang dimiliki oleh ASN menjadi 
ajang tarik menarik kepentingan politik. Menurut laporan dari Badan 
Pengawas Pemilu selama penyelenggaran Pilkada Serentak di Kota Bima 
tahun 2018 menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan ASN sebanyak 
28 kasus. Pelanggaran yang dilakukan ASN selama Pilkada Serentak di Kota 
Bima tahun 2018 menjadi catatan penting yang perlu dibenahi dalam 
perjalanan birokrasi kedepannya. Untuk mencapai derajat pembangunan 
secara baik diperlukan ASN yang memiliki kompetensi serta bersikap secara 
netral dalam politik sebagai salah satu syarat utama untuk menciptakan 
suasana resonasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif bersifat 
deskriptif, dalam mendeskripsikan tentang netralitas aparatur sipil negara 
Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 
wawancara dan observasi di lapangan, serta pengumpulan data sekunder 
untuk mendukung penelitian ini, dan dalam menggunakan analisis teori 
digunakan adalah teori birokrasi Max Weber. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa keterlibatan ASN dalam 
politik praktis untuk mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota dengan terlibat langsung pada pembentukan tim pemenangan, 
menghadiri acara deklarasi pasangan calon dan melakukan kampanye di 
tempat pendidikan. Pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan Pilkada 
Serentak di Kota Bima Tahun 2018 tidak hanya pelanggaran kode etik dan 
kode perilaku pegawai ASN, tetapi juga masuk dalam wilayah pelanggaran 
pidana pemilihan Pilkada. 
Adanya pelanggaran yang dilakukan ASN selama pelaksanaan Pilkada 
Serentak di Kota Bima Tahun 2018 selain disebabkan oleh kurangnya 
komitmen ASN untuk bersikap netral, dimana lemahnya pengawasan serta 
lemahnya pemberian sanksi diberikan terhadap ASN yang terbukti terlibat 
dalam politik praktis. Penjatuhan sanksi ini sebagai upaya pemberian efek jera 
bagi pegawai ASN supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. 
Kata Kunci: ASN, Netralitas, Pilkada, Politik Praktis 
ABSTRACT 
Sudirman, 2019, Muhammadiyah University of Malang, Faculty of Social and 
Political Sciences, Government Science Study Program, Neutrality of State Civil 
Apparatus in Simultaneous Local Election in Bima City in 2018 (Study at the 
Regional Civil Service Agency in the City of Bima). Advisor I: Dr. Saiman, M.Sc ,. 
Advisor II: Yana S. Hijri, S.IP, M.IP 
The State Civil Apparatus (ASN) as an adhesive and unisex of the nation has 
a duty and function in serving all public needs for that ASN is required to work 
professionally and politically neutral. The implementation of concurrent elections 
becomes the main problem of ASN, because the magnitude of resources and 
capabilities of ASN have become the attraction of interest in political interests. 
According to a report from the election supervisory agency during the establishment 
of simultaneous elections in Bima in 2018, there was a breach by ASN as many as 28 
cases. The violations committed during the first regional elections in Bima in 2018 
became important records that need to be addressed in the future of bureaucracy. To 
achieve a good degree of development is required ASN which has competence and 
neutral in politics as one of the main requirements to create a resonating atmosphere. 
The method used in this study is qualitative is descriptive, describing the 
neutrality of the state civil apparatus in the data collection techniques used are 
documentation, interviews and observations in the field, as well as Secondary data 
collection to support this research, and in using theoretical analysis used is Max 
Weber bureaucracy theory. 
From the results of research conducted that ASN involvement in the political 
practical to support one spouse candidate mayor and vice mayor by directly involved 
in the establishment of a winning team, attending the event of the declaration of 
spouse candidates and Conducting a campaign at an educational venue. Violations 
committed during the implementation of simultaneous elections in Bima year 2018 is 
not only a violation of the code of Ethics and code of conduct of officers ASN, but 
also into the territory of criminal electoral offences election. 
The breach of ASN during the implementation of simultaneous elections in 
Bima year 2018 in addition to the lack of ASN commitment to neutral, where the 
weak oversight and weakness of sanctions are given against the ASN proved to be 
involved in practical politics. This is the allotment of sanctions as a deterrent effect to 
ASN employees from repeating the same deeds. 
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